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Abstrak

Perkara waris memiliki makna penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bisa
dibuktikan dengan adat yang berlaku di masyarakat tentang tata cara serta bagian
masing-masing pihak dalam kewarisan. Artikel ini membahas seputar apa dan
bagaimana hak opsi dalam sengketa waris bagi umat Islam di Indonesia. Bermula dari
sistem politik yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan untuk
membatasi berlakunya hukum Islam. Kebijakan penerapan hukum Islam, termasuk
waris, boleh dilakukan selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum adat.
Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih hukum apa yang akan diterapkan.
Kebebasan untuk memilih hukum dalam bidang waris diteruskan oleh pemerintah
Indonesia setelah Proklamasi kemerdekaan dan semakin dilegalkan dengan UU No.
7/1989 tentang Peradilan Agama. Meski klausul hak opsi hukum waris tersebut telah
dihapus dengan adanya UU No. 3/2006 (perubahan atas UU No. 7/1989), namun
secara implisit hak opsi masih diakui keberadaannya karena penghapusan tersebut
tidak disebutkan secara eksplisit.

Kata kunci: hak opsi, hukum waris, peradilan agama, hukum Islam, kompetensi
hukum.

Abstract

Inheritance has a crucial meaning in Indonesian society. It is proved with customs
that prevail in the society that determine procedures of inheritance allotment among
heirs. This article discusses about how and what is “option rights” in inheritance law
for Muslims in Indonesia. It began when the Dutch colonial government’s policy
curtailed the application of Islamic law in Indonesia, including inheritance law. It
might be applied as long as it was not in conflict with customary laws. Muslim people
were given the freedom to choose what law would be applied. The freedom to choose
the inheritance laws was followed by the government of Indonesia after the
proclamation of independence and then legalized by Act no. 7/1989 on Religious
Courts. Although the clause of “law option rights” on inheritance in the Act was
annulled by the Act no. 3/2006 (amendments to Act no. 7/1989), but it is still
implicitly recognized because the annulment is not mentioned explicitly in the Act.

Keywords: Option rights, inheritance law, Islamic Court, Islamic law, Legal

competence
A. Pendahuluan tidak  mengherankan  jika  waris
Persoalan harta dan kepemilikan merupakan salah satu bidang perdata
merupakan perkara yang penting dalam dalam hukum Islam yang mendapat
hubungan antar manusia, oleh karena itu banyak perhatian di kalangan masyarakat,

23



1 1
al-manakij .o

Jurnal Kajisn Hukum lslam

setelah perkawinan dan perceraian.
Dalam Islam, waris mendapat perhatian
yang cukup signifikan, terbukti dengan
adanya ayat-ayat dalam al-Qur’an dan
badis yang khusus mengatur tentang
perkara waris, mulai dari siapa saja yang
berhak, proses pembagian hingga bagian
masing-masing pihak.

Perkara waris juga memiliki
makna  penting bagi  masyarakat
Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan
adat yang berlaku di masyarakat tentang
tata cara serta bagian masing-masing
pihak dalam kewarisan. Tradisi yang
berlaku di satu daerah bisa jadi sangat
berbeda dengan tradisi di wilayah Ilain.
Seiring masuknya agama [slam,
masyarakat muslim di Indonesia juga
mengakomodasi hukum Islam termasuk
dalam bidang waris. Tidak menjadi
masalah jika tradisi yang berlaku
sebelumnya tidak terlalu bertentangan
dengan hukum waris Islam, akan tetapi
pada kenyataannya beberapa wilayah
memiliki tradisi pembagian waris yang
berbeda dengan hukum waris Islam.
Perbedaan  tersebut = mempengaruhi
pelaksanaan pembagian waris di kalangan
umat Islam di Indonesia, serta kebijakan
penerapannya oleh pemerintah. Sejak
zaman pemerintah kolonial Belanda,
masyarakat muslim diberikan kebebasan
untuk menentukan pilihan hukum (hak
opsi) dalam penyelesaian sengketa waris.
Kebijakan  tersebut juga  masih
diberlakukan oleh pemerintah Indonesia
setelah kemerdekaan hingga sekarang,
Artikel ini membahas seputar apa dan
bagaimana hak opsi dalam sengketa waris
bagi umat Islam di Indonesia.

B. Pergertian Hak Opsi

Kata opsi berasal dari optie, yang
menurut ICT Simorangkir berarti pilih,
memilih.' Sementara itu menurut Andi
Hamzah, opsi berasal dari bahasa
Belanda optie yang artinya hak pilih,
kebebasan untuk memilih, boleh pilih
(mengenai kebangsaan/
kewarganegaraan).” Kata opsi juga
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terdapat dalam Ensiklopedi Nasional
Indonesia, di sm& opsi disebut berasal dari
bahasa Belandad optie berarti pilihan
bebas. Hak opsi adalah hak pilih’
Sedangkan mefjrut Zainul Bahry, ops1
berarti kebebasan memilih. Hak opsi
berarti hak untuk memilih secara bebas
kewarganegaraan yang ditawarkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.*

Hak o s1 merupakan kata lain
dari pilihan hukum, yang secara istilah
berarti segala perbuatan hukum yang
mengakibatkan! bahwa karena
kemampuan ’sendiri bagi  yang
bersangkutan berlaku hukum perdata lain
dari pada hukijm perdata yang lazim
ditentukan bagifiya menurut peraturan.’
Dalam tata hukim di Indonesia, hak opsi
berarti bahwa:iseorang warga negara
berhak menentqkan (memilih) hukum apa
yang hendak ' digunakan, khususnya
dalam menyel?sa:.kan sengketa waris.
Sebagaimana diketahui sekarang ini
terdapat tiga sistem hukum yang belaku
di Indonesmaﬁltu hukum Eropa (BW),
hukum adat hukum Islam,

Selain {thak opsi, S. Gautama
mengemukakani| beberapa istilah yang
dipakai dalam {beberapa bahasa, antara
lain  “Rechtskeuce”,  “Rechtswahl”,
“Choice of aw” dan “Connecting
Agreement” S Pémberian kebebasan untuk
menentukan hukum itu bukan tanpa
batasan. Menuru‘t S. Gautama para pihak
dalam suatu q;kontrak bebas untuk
melakukan pilihan, mereka dapat
memilih sendii hukum yang harus
dipakai untuk kontrak mereka. Para pihak
dapat memilih{- hukum tertentu tetapi

mereka tidak bBegbas untuk menentukan
perundang-undangan.’
C. Hak Opsi dalam  Bidang
Kewarisan;
Pada arnya permasalahan
pemberian haki opsi mmuncul sejak

Indonesia dijajali oleh Belanda. Sejak itu
ada usaha pengge! iran hukum Islam yang
hendak dlgantlkan dengan hukum Eropa
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yang berdasarkan ajaran Kristen. Polemik
tentang hak opsi berlanjut hingga pada
saat penyusunan RUU Peradilan Agama,
baik sejak dari penyusunan oleh
pemerintah hingga pembahasan di DPR
yang terus-menerus disoroti oleh
masyarakat.

Pada tahun 1937, pemerintah
Hindia Belanda mengeluarkan peraturan
yang membatasi kewenangan peradilan
agama. Kewenangan mengadili perkara
waris dan wakaf diberikan kepada
pengadilan umum dan diselesaikan
menurut hukum adat. Peraturan ini
dimuat dalam Staatsblad 1937 No 116
dan 610.* Peraturan ini menutup peluang
bagi umat Islam untuk menyelesaikan
perkara waris menurut hukum Islam di
peradilan. Kebijakan ini sengaja dibuat
oleh pemerintah kolonial Belanda untuk
mendorong penggunaan hukum adat yang
berlaku sebelum masuknya Islam serta
mengurangi bahkan menutup peluang
bagi berlakunya hukum Islam, termasuk
dalam hal waris, kecuali jika sudah
disesuaikan dengan hukum adat.

Pemerintah  kolonial Belanda
membuat kebijakan yang membatasi
aktivitas yang mampu memperdalam
keyakinan beragama dengan cara
menerapkan sistem politik dan ekonomi
yang membatasi kewenangan pemerintah
lokal. Kebijakan yang menekankan
pentingnya keseragaman dan persatuan
masyarakat membuat individu-individu
penduduk kesulitan untuk menjalankan
ajaran Islam dalam bidang sosial yang
terkadang berlawanan dengan adat.
Dalam situasi yang demikian, Islam
boleh  dilaksanakan  selama  bisa
berdampingan dengan adat. Hukum Islam
hampir tidak mendapat pertentangan
dalam hal-hal yang menyangkut masalah
perkawinan, khitan, dan pemakaman.
Akan tetapi jika menyangkut hal-hal yang
berkaitan dengan keputusan hukum yang
bertentangan dengan hukum adat, maka
hukum Islam lebih sering mendapat
perlawanan dari pada diterima. Di antara
perkara yang sering mendapat
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pertentangan adalah perkara waris dan
urusan tanah. Tidak mengherankan jika
dalam dua bidang inilah, hukum Islam
memperoleh kemajuan yang tidak
menggembirakan  jika dibandingkan
dengan bidang yang lain.’

Pada masa awal kemerdekaan,
penyelesaian perkara waris juga masih
menjadi  problem bagi pemerintah
Republik Indonesia khususnya lembaga
Peradilan = Agama. @ Tahun 1957,
pemerintah  mengeluarkan  peraturan
tentang  Peradilan Agama. Yang
membingungkan bahwa Peradilan Agama
di pulau Jawa dan Madura tidak
berwenang menangani masalah sengketa
waris, sementara Peradilan Agama di luar
kedua pulau tersebut berwenang untuk
mengadili sengketa waris menurut hukum
Islam. " Tampaknya, pemerintah
Indonesia masih mewarisi kebijakan yang
diambil oleh pemerintah kolonial
Belanda, menyangkut perkara waris.
Dengan demikian, penduduk di pulau
Jawa dan Madura yang beragama Islam
harus pergi ke Peradilan Umum untuk
menyelesaikan perkara waris dengan
konsekuensi hukum yang digunakan
adalah hukum adat.

Akan tetapi, pemberian
kewenangan menangani masalah waris di
luar Pulau Jawa dan Madura tidak berarti
menyelesaikan masalah pilihan hukum di
wilayah tersebut. Penerapan hukum waris
di Peradilan Agama di luar Jawa dan
Madura dibatasi demi “penerapan hukum
yang hidup di masyarakat”'!. Rumitnya
hubungan antara hukum adat dan hukum
Islam dalam perkara waris bisa
digambarkan melalui situasi yang terjadi
di Minangkabau. Hukum  adat
Minangkabau menganut sistem kewarisan
matrilineal, sementara itu pada saat yang
sama, masyarakat Minangkabau
merupakan penganut Islam yang taat.
Hukum waris Islam sendiri, menganut
sistem patrilineal yang kuat. Akibatnya,
peradilan Islam di Sumatera Barat
terkadang menolak untuk menangani
sengketa waris.'”
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Pada  dasamya hak  opsi
merupakan ruang lingkup dari hukum
antar golongan, Dalam hukum antar
golongan hak opsi menempati posisi
penting, karena masyarakat yang berbeda
golongan bisa saja melakukan hubungan
hukum dengan latar belakang hukum
yang berbeda pula. Misalnya saja satu
pihak menggunakan hukum Islam,
sementara pihak lain adalah non muslim
yang tentu saja harus menggunakan
hukum adat atau BW. Dalam kasus
seperti ini, hak opsi merupakan jalan
untuk menentukan hukum manakah yang
barus berlaku.

Sementara dalam bidang waris,
hak opsi dapat ditemmkan dengan jelas
dalam UU No. 7 Tahun 1989, dalam
Penjelasan Umum dikemukakan bahwa
sebelum mengajukan perkara, para pihak
berhak memilih dan menentukan hukum
apa yang akan digunakan. Sesuai dengan
kompetensi masing-masing lembaga
peradilan, jika para pihak memilih
menggunakan hukum Islam maka perkara
diajukan ke Pengadilan Agama, jika
tidak, maka perkara diajukan ke
Pengadilan Negeri.

D. Hak Opsi dalam Penyusunan RUU
Peradilan Agama

Sejak awal penyusunan RUU
Peradilan Agama, yang diprakarsai oleh
Menteri Agama, sudah ada ide pemberian
hak opsi. Dalam RUU itu diusulkan
wewenang Peradilan Agama meliputi
perkara-perkara perdata antara orang
Islam di bidang hukum keluarga,
kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah,
baitul mal dan perikatan-perikatan yang
terjadi menurut  hukum  Islam.
Pengecualian dari kewenangan tersebut
hanya terjadi dalam dua hal; pertama di
tentukan oleh Undang-undang, kedua
dalam perkara yang menyangkut
kepentingan orang non Islam.

Dari rancangan ini terlihat
pemerintah memberikan peluang hak opsi
bagi orang Islam. Misalnya saja jika
seorang muslim meninggal dunia,
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sementara dia em111k1 ahli waris yang
berbeda agama, ada yang muslim ada
juga yang non j:uslxm. Dalam kasus ini
pemerintah  !| memberi peluang
penyelesaian Perkara tidak dengan
hukum Islam. :Pengecualian yang ada
dalam RUU 1tut .tidak lepas dari kondisi
masyarakat g masih terpengaruh
dengan kondis;l yang diciptakan oleh
pemerintah kolonial Belanda. Apalagl
sebelumnya vaewenang menangani
masalah waris};di Jawa dan Madura
berada di Pengaf ilan Negeri.
Perkembgngan itu bisa dilihat
masukan dan saran yang diberikan oleh
Mahkamah Agung terhadap RUU
Peradilan Agam3, sebagai berikut :
Karena bétdasarkan hukum positif
bagi orané—orang yang beragama
Islam tidak sepenuhnya berlaku
hukum Iélam, tetapi menurut
perundangq‘undangan yang berlaku
ada yang“tunduk kepada hukum
adat, hu.lgum perdata barat dan
hukum lain, maka hanya dalam
perkara- pétkara perdata tertentu
yang diteritukan secara terperinci
menjadi jkewenangan Peradilan
Agama, '
Untuk {{menghindari  adanya
sengketa keweqimgan mengadili antara
Pengadilan Agama dan Pengadilan
Negeri, M Agung mengusulkan
agar dalam pasal yang mengatur tentang
kewenangan Pepgadilan Agama, diatur
secara terpennc1 perkara-perkara atau
hal-hal yang :ltermasuk kewenangan
Pengadilan Agama Jika dalam praktek
terjadi sengketa;‘kewenangan mengadili,
maka menurut pasal 48 UU No. 13 Talum
1965, M ah  Apgung yang akan
memutus dalamy tingkat pertama dan
terakhir, ;I
Pada ran¢angan pasal 51 UU No.
7 Tahun 1989} mengenai kewenangan
ayat (3) berbunyjl:
(3) Bidang kewarisan dimaksud

dalam a (1) ialah mengenai
penentuan } siapa-siapa yang
menjadi *;' waris serta penentuan

3 Lina Kushidayati



bagian masing-masing ahli waris
dan melaksanakan pembagian harta
peninggalan tersebut, bilamana si
pewaris beragama Islam.

Pencantuman kalimat “bilamana
si pewaris beragama Islam” memiliki dua
dasar pemikiran; perfama, bahwa harta
yang akan dibagi adalah milik si pewaris,
oleh sebab itu agar ada kepastian hukum,
maka pembagiannya berdasarkan agama
si pewaris (Islam). Kedua, bahwa
masalah  kewarisan dalam  hukum
nasional adalah dwingen (hukum
pemaksa) dan dalam hukum Islam pun
hukum waris (faraid) itu bersifat ijbari
(memaksa)."

Dari rancangan itu terlihat bahwa
sebenarnya pemerintah (Departemen
Agama) berusaha untuk mempersempit
atau bahkan menghilangkan hak opsi
dalam sengketa waris. Dengan penetapan
hukum waris sesuai agama pewaris tidak
akan ada sengketa penentuan hukum,
karena agama pewaris jelas dan hanya
satu.

Polemik diseputar hak opsi terus
terjadi hingga tahap pembahasan RUU
Peradilan Agama di DPR. Setelah
pemerintah menyampaikan keterangan
atas RUU Peradilan Agama tanggal 28
Januari 1989 banyak pihak yang
menyampaikan tanggapan atas
keterangan pemerintah dan RUU
tersebut. Tanggapan para pihak itu
meliputi dua hal; pertama, menyangkut
eksistensi Pengadilan Agama, masalah
yang dikemukakan sekitar hubungan
RUU Peradilan Agama dengan negara
agama (Islam). Kedua, menyangkut
substansi Peradilan Agama, meliputi
kekuasaan dan kewenangan Peradilan
Agama.

Rumusan pasal 49 RUU Peradilan
Agama merupakan pasal yang sejak awal
menjadi sorotan banyak pihak, baik dari
kalangan anggota dewan maupun
masyarakat umum. Pasal ini membahas
tentang kewenangan Pengadilan Agama,
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yang notabene erat kaitannya dengan
hukum meterial yang akan digunakan.

Pendapat fraksi-fraksi atas pasal
49 diungkapkan dalam pembicaraan
tingkat III dimana dalam kesempatan ini
masing-masing fraksi menyampaikan
pandangan kepada pemerintah. Fraksi
ABRI dengan juru bicaranya Achmad
Roestandi menyatakan bahwa hak opsi
yang dirumuskan dalam pasal 49 ayat (1)
sudah tepat. Rumusan tersebut perlu
dipertahankan, karena menurut penelitian
fraksi ABRI ada sebagian masyarakat
yang beragama Islam yang dalam perkara
waris, wasiat dan hibah ingin
menyelesaikan  perkaranya di luar
Pengadilan Agama. Dengan adanya hak
opsi ini akan memberikan kesempatan
kepada  pencari  keadilan  untuk
memperoleh  kepastian hukum  di
lingkungan peradilan yang sesuai dengan
hati nuraninya.'

Fraksi PDI dengan juru bicaranya
Djupri mengajukan usulan perubahan
pada kata “di bidang” ditambah kata
“hukum perdata Islam” selanjutnya fraksi
PDI juga mengusulkan agar pasal 49
ditambah satu ayat lagi yakni ayat (4)
yang rumusannya berbunyi: dengan
mengingat kesadaran hukum masyarakat,
kepada umat Islam diberikan kesempatan
untuk melakukan pilihan hukum dalam
bidang hibah dan wasiat.'’

Alasan yang dikemukakan oleh
fraksi PDI adalah; pertama, bahwa
peraturan yang mengatur masalah
kompetensi Pengadilan Agama adalah
didasarkan pada Stbl. 1882 No. 152 jo.
Stbl. 1937 No. 116/610 yang menentukan
kewenangan Pengadilan Agama hanyalah
menyangkut masalah perselisihan hukum
suami istri yang beragama Islam dan
perkara-perkara tentang nikah, talak,
ryju’ dan perceraian, kemudian mas
kawin, nafkah yang menjadi tangguangan
suami. Sedangkan masalah kewarisan,
hibah, wasiat, wakaf dan sadagah selama
ini menjadi kewenangan peradilan umum.
Kedua, berdasarkan ordonansi tentang
peradilan agama untuk sebagian wilayah
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Kalimantan Selatan dan  Timur,
sebagaimana tercantum dalam StbL 1937
No. 638 jo. No. 639, kewenangannya
disamping seperti telah disinggung di
atas, meliputi juga kewarisan dan lain-
lain sebagaimana ditentukan dalam RUU
Peradilan Agama. Kefiga, bahwa untuk
membuat suatu undang-undang perlu
memperhatikan ~ kesadaran  hukum
masyarakat dan hukum yang berlaku di
masyarakat. Dalam praktek pengadilan
selama ini diberlakukan asas-asas hukum
Islam, hukum adat, dan hukum perdata
barat. Ketiga asas hukum tersebut tentu
saja akan disaring melalui sumbernya
yakni Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum. Keempat, bahwa
kita perlu menjaga suasana kebatinan,
dengan harapan untuk tidak menimbulkan
keresahan, perlu diberlakukan adanya
pilihan kukum. Karena kewenangan ini
akan diberlakukan sama di seluruh
Indonesia, khususnya Jawa dan Madura
dan Kalimantan Selatan dan akhirnya
juga untuk yang berada di luar itu.'®

FKP dengan juru bicaranya H.
Mohammadiyah Haji serta FPP dengan
juru bicara Sukardi Effendi
menyampaikan pendapat yang intinya
kedua fraksi ini menyetujui rumusan
RUU yang sudah ada, karena itu sudah
cukup lengkap.

Secara garis besar dapat ditarik
kesimpulan ada tiga pendapat tentang hak
opsi yang timbul dikalangan anggota
dewan, yaitu: pendapat pertama
menghendaki pilihan hukum yang seluas-
luasnya bagi para pencari keadilan dalam
bidang perkawinan, kewarisan, hibah,
wasiat, wakaf, dan sedekah. Pendapat
kedua menghendaki tidak adanya pilihan
hukum bagi para pencari keadilan yang
beragama Islam dalam keenam bidang
tersebut. Pendapat ketiga menghendaki
adanya pilihan hukum bagi para pencari
keadilan dalam bidang kewarisan, hibah
dan wasiat saja.'’

Pada akhirnya usulan tentang hak
opsi ditampung dalam penjelasan umum
angka 2 alenia kelima, dengan ketentuan
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hibah, dan wasiat. Sedangkan masalah

hak opsi meljﬁuti masalah kewarisan,
perkawinan, wagaf, dan sedekah adalah

RUU  Peradilan
Agama yang n}j»tabene bernuansa Islami
serta memberi jaminan bagi pelaksanaan
hukum Islam ‘fnendapat komentar dan
tanggapan dari berbagai pihak. Di
antaranya ada ,yang mendukung, tetapi
ada pula yangvbnenentang dengan alasan
mengancam wawasan nusantara dan
unifikasi hukum. Di antara yang
mendukung adF.lab tokoh-tokoh hukum
Islam di Indonesia. Sementara yang
menolak ada tokoh nasionalis dan
sekuler, |

Menteri: Agama Munawir Sadzali
dalam wawangara dengan wartawan
TEMPO menolak pendapat vang
menyatakan wa RUU Peradilan
Agama menj pada pendirian negara
Islam.  Alasapnya bahwa  negara
Singapura, Philiphina, Srilanka, dan
Tailand juga | mempunyai Peradilan
Agama  (Mahkamah al  Sharia’).
Ditambahkan plula bahwa penyusunan
RUU Peradilan| Agama dilakukan oleh
Departemen Aguna bekerja sama dengan
Departemen K? i dan Mahkamah
Agung. RUU 1hi merupakan follow-up
UU No. 14 | Tahun 1970 tentang

tidak ada hubungannya
itukan rasional mayoritas
Azhar Basir, Ketua Majlis
Tarjih  Muhaipmadiyah  menyatakan
bahwa umat Islim telah lama menunggu
RUU ini®® |

Majalah!{Katolik HIDUP, dalam
salah satu ar& elnya menolak RUU
Peradilan Aganja dengan alasan bahwa




yang akan mengancam ideologi nasional.
Leo Soekoto, Wakil Ketua Konferensi
Wali Gereja menekankan bahwa negara
dengan agama mempunyai otoritas
otonom, salah satunya tidak boleh
campur tangan terhadap yang lain.
Namun dia mengatakan bahwa dia tidak
merasa didiskriminasi oleh keinginan
orang Islam untuk mempunyai UU
Peradilan Agama, dan dia akan menolak
keinginan yang sama untuk umat
Kristen.?'

Dari  keteranagan di  atas,
kekhawatiran atas RUU Peradilan Agama
lebih didasarkan pada ketakutan akan
pemberlakuan hukum Islam di Indonesia
yang bisa memicu keinginan pendirian
negara Islam. Sejak awal kewenangan
Peradilan Agama selalu menjadi pusat
perhatian masyarakat. Terutama tentang
penyelesaian perkara kewarisan di
Peradilan Agama, serta pemberian hak
opsi.

YLBHI  berpendapat bahwa
kewenangan Pengadilan Agama dalam
sengketa waris akan memperlebar
pertentangan antara hukum adat dan
hukum Islam mengenai pembagian
warisan antara hak anak laki-laki dan
perempuan. Emansipasi wanita yang
telah mencapai persamaan dalam banyak
bidang dengan pria, oleh yurisprudensi
tetap MA telah menetapkan pembagian
warisan antara pria dan wanita adalah
sama yaitu satu banding satu.”

Oemar Senoadji mengatakan,
tidak ada keharusan bagi umat Islam
untuk membawa masalah yang dihadapi
melalui Peradilan Agama. Kebebasan
memilih forum peradilan (rechtskeuze)
adalah asas yang harus dihormati dalam
praktek maupun ilmu hukum. Peradilan
Agama bisa dipilih sebagai forum
penyelesaian masalah oleh umat Islam
kalau para pihak memang menginginkan.
Sebaliknya jika para pihak yang
berperkara memang menghendaki
Pengadilan Negeri maka yang berlaku
adalah pengadilan negara.”
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Dari  kalangan cendekiawan
muslim, muncul pendapat yang berbeda
dari pendapat di atas. Ismail Sunny atas
nama Pengurus Pusat Muhammadiyah
menyatakan bahwa bagi seseorang yang
beragama Islam tidak ada pilihan lain
untuk menyelesaikan perkara seperti
perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah
kecuali melalui Peradilan Agama. Kalau
masih ada pilihan berarti mundur dan
bisa memberikan kesempatan umat Islam
menjadi munafik terhadap agamanya.
Adapun Peradilan Agama merupakan
bagian yang satu dan utuh dari kekuasaan
kehakiman yang diamanatkan Pancasila
dan UUD 1945. UU Peradilan Agama
tidak bisa menjamin pencari keadilan
untuk memperoleh kebebasan memilih
jenis peradilan yang akan diambilnya.
Artinya kalau pencari keadilan termasuk
golongan rakyat yang beragama Islam
maka Peradilan Agamalah yang harus
berlaku baginya. Tidak terbuka lagi
dalam perkara-perkara yang telah
merupakan yurisdiksi Peradilan Agama
untuk memilih peradilan umum.**

Senada dengan Ismail Sunny,
Guru Besar Hukum Islam FHUI, M.
Daud Ali, mengatakan bahwa dalam
hukum Islam tidak ada pilihan hukum.
Kalau orang Islam mengakui masih
adanya pilihan hukum, bisa-bisa ia keluar
dari agamanya. Dalam Islam warisan itu
bersifat ijbari (wajib), Allah SWT
menentukan agar harta warisan jatuh ke
tangan ahli waris.”

F. Pandangan Masyarakat Setelah
UU No. 7 Tahun 1989 Disahkan

Meskipun dalam masa
pembahasannya RUU Peradilan Agama
banyak mendapatkan kritik dan kecaman,
tapi pada akhirnya, RUU tersebut tetap
disahkan sebagai undang-undang.
Sebagai tahap terakhir dalam proses ini
adalah tahap pengundangannya. Tanggal
29 Desember 1989, Menteri Sekretaris
Negara mengundangkan UU No. 7 Tahun
1989 yang disahkan oleh Presiden, dan
dimuat dalam LN No. 49 Tahun 1989.
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Memrut Muh Daud Ali, pengesahan
UUPA itu merupakan peristiwa penting
bukan hanya bagi pembangunan
perangkat bhukum nasional, melainkan
juga bagi umat Islam di Indonesia.
Dengan UU ini kedudukan Peradilan
Agama sebagai salah satu badan
pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi
semakin mantap. Pemeluk agama Islam
diberi kesempatan untuk menjalankan
hukum Islam yang menjadi bagian
mutlak ajaran agamanya, sesuai dengan
jiwa pasal 29 UUD 1945 terutama ayat
(2).26

Sementara  Busthanul  Arifin
menganggap UU No. 7 Tahun 1989
adalah lompatan raksasa (100 tahun) dari
segi perundang-undangan, dan 100 windu
dari segi hukum substantif Peradilan
Agama yang merupakan peradilan
keluarga, sangat menguntungkan bagi
kaum muslim Indonesia. Keadilan dan
kepastian hukum yang  diberikan
Peradilan Agama akan mewujudkan
kehidu%an keluarga yang tenang dan
damai.

Adanya hak opsi dalam UU No. 7
Tahun 1989 bermula sejak tahun 1937,
pada saat itu terjadi dualisme kesadaran
hukum di masyarakat karena ditariknya
masalah kewarisan di Pengadilan Agama
ke Pengadilan Negeri. Sebagian orang
Islam di Jawa dan Madura lebih suka
membawa perkara waris ke pengadilan
Negeri. Adanya hak opsi diharapkan
dapat me; ung kenyataan yang ada di

DPR dan pemerintah telah sepakat
untuk tidak melestarikan pertentangan
antara hukum Islam dengan hukum adat.
Karenanya dihindari istilah dan kata-kata
dalam UU Peradilan Agama yang dapat
mengakibatkan  pelestarian  dualisme
kesadaran hukum di masyarakat. Karena
itu hak opsi di tempatkan dalam
penjelasan umum dengan kata-kata biasa
dan tekanan pada kata “sebelum
berperkara”.?’

Dengan penekanan  kata-kata
tersebut, diharapkan ada pembinaan dan
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pengembangan || keimanan orang-orang
Islam dan dengan itu akan dalam pula
kesadaran  hul mereka terhadap
hukum agamanya, dan kelak dualisme
hukum dengan sendirinya akan hilang.*°

Mantan Menteri Agama Munawir
Sjadzali sebagaimana dikutip Iskandar
Ritonga mengatidkan bahwa UU Peradilan
Agama mengubah citra Peradilan Agama
sebagai peradil “pupuk bawang”
menjadi peradilan yang mandiri, duduk
sama rendah b ‘*diri sama tinggi dengan
peradilan lainnys di Indonesia.

Menmuth Padmo  Wahyono,
adanya hak opsii‘ (pilihan Hukum) secara
negatif dapat ditafsirkan bahwa umat
Islam boleh tidak tunduk kepada hukum
Islam dan Perafilan Agama. Kesadaran
ini seperti masal kolonial Belanda dengan
beberapa prinsil bahwa setelah tunduk
dengan suka reld pada hukum lain, wajib
berlakunya hukiim golongan lain dan
penerimaan hukiim/sistem hukum lain.*
Bahkan Ichtijanto sebagaimana dikutip
Qodri Azizy mengatakan bahwa RUU
Peradilan Agaiha adalah perundang-
undangan yang imasih mengandung teori
iblis (teori reseptie) karena memuat
pilihan hukum. Adanya pilihan hukum ini
mempunyai  |ikonsekuensi bahwa
masyarakat dapit mengabaikan Peradilan
Agama dan Ke¢tentuan hukum waris
Islam.*

UU Nolj 7 Tahun 1989 telah
memberi tempa!t bagi pencari keadilan
untuk menentukin hukum apa yang akan
digunakan sebélum berperkara dalam
menyelesaikan Sengketa waris. Dengan
adanya hak opsi ini bisa ditafsirkan
bahwa hukum i{Islam tidak dianggap
mengikat bagi pemeluknya meskipun UU
Peradilan Agama telah diundangkan. Hal
ini memurut Satria Effendi membuat UU
Peradilan Agama tidak sejalan dengan
upaya penerapari ‘syariat Islam,*

Secara gymum para abli hukum
Islam berpendapat bahwa UU Peradilan
Agama merupa bukti eksistensi
Peradilan Agamyi di Indonesia. Meskipun
dalam penjelasaﬁ umumnya termuat hak
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opsi yang dirasa bisa menyulitkan posisi
hukum Islam di Indonesia. Setelah UU
No. 7 Tahun 1989 diundangkan relatif
tidak ada komentar yang bernada
menolak adanya UU Peradilan Agama.
Meskipun pada masa penyusunannya
banyak pihak yang menentang, akan
tetapi setelah UU disahkan dan
diundangkan tidak ada lagi yang
menentangnya.

Tidak adanya pihak yang
menentang ini kemungkinan Indonesia
pada masa itu tidak mengenal adanya
lembaga yang berhak menguji undang-
undang. Karena itu kritik terhadap
undang-undang rasanya tidak akan
berarti. Mahkamah Agung yang notabene
merupakan lembaga hukum tertinggi
hanya mempunyai hak untuk menguji
peraturan yang ada dibawah undang-
undang.

Perkembangan  terakhir  dari
Peradilan Agama dengan lahirnya UU
No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan
atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
Perubahan itu meliputi tiga hal; pertama,
badan-badan peradilan termasuk
Peradilan Agama secara organisatoris,
administratif, dan finansial berada di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Kedua: pengalihan organisatoris,
administratif, = dan finansial serta
ketentuan pengalihan itu diatur dengan
UU sesuai dengan kekhususan masing-
masing  lembaga  peradilan dan
dilaksanakan secara bertahap sekurang-
kurangnya lima tahun, sementara untuk
Peradilan Agama waktu tidak ditentukan.
Ketiga: ketentuan tentang tata cara
pengalihan bertahap ditetapkan dengan
keputusan Presiden.

Adanya perubahan atau UU No.
14 Tahun 1970 itu diharapkan akan
menciptakan Peradilan Agama yang lebih
independen dan bebas dari campur tangan
pihak manapun, schingga Peradilan
Agama benar-benar menjadi peradilan
yang mandiri dan sejajar dengan
peradilan lain di Indonesia. Lepasnya
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lembaga peradilan dari cengkraman
kekuasaan eksekutif lewat organisasi,
administrasi, dan finansial di maksudkan
untuk menjadikan hakim benar-benar
mandiri tidak terpengaruh oleh kekuasaan
eksekutif.*’

Selain memiliki  keunggulan,
konsep satu atap juga mempunyai sisi
negatif. =~ Menurut Bustanul  Arifin
sebagaimana dikutip Iskandar Ritonga,
konsep satu atap memiliki dua dampak
negatif, pertama akan muncul bahaya
tirani hukum (penegakan hukum akan
terabaikan) karena tidak ada lagi yang
mengawasi para hakim selain korpsnya
sendiri. Kedua, lewat konsep ini juga,
keberadaan Peradilan Agama (institusi
kenegaraan yang dalam citra umat Islam
dan dalam sejarah pendiriannya adalah
institusi Islam, sebagai bagian kekuasaan
pemerintah untuk memelihara
kepentingan umat Islam yang memang
merupakan bagian yang mayoritas dari
penduduk Indonesia) akan dilepaskan
dari Departemen Agama. Peradilan
Agama akan terlepas hubungan dengan
para ulama sebagai legitimator dari
segala sesuatu yang berkaitan dengan
Islam dan hukum Islam.’®

Perubahan signifikan menyangkut
kewenangan Pengadilan Agama, secara
konstitusional diperoleh melalui Undang-
undang No. 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan atas Undang-undang No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Undang-undang tersebut bersifat
diagnostik atau dalam istilah lain UU
organik akibat adanya UU No. 4 Tahun
2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 2 UU No. 3 tahun 2006
menegaskan, “Peradilan Agama adalah
salah satu pelaku kekuasaaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang
beragama Islam mengenai perkara
tertentu.” Selain itu kalimat yang ada
dalam penjelasan dalam Penjelasan
Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang
menyatakan: “Para pihak sebelum
berperkara dapat mempertimbangkan

61



- -
al-MaANANIJ e s

Jurnad Kajlan Hukum isism

untuk memilih hukum apa yang
dipergunakan dalam pembagian warisan”,
dinyatakan dihapus.

Dengan  perubahan  tersebut,
kebebasan untuk memilih hukum secara
eksplisit telah dibatasi. Akan tetapi Pasal
49 sendiri tidak secara eksplisit mengatur
tentang pembatasan (penghapusan) hak
opsi dalam sengketa waris, melainkan
hanya tercantum dalam penjelasan saja.
Selain itu, dalam penjelasan atas pasal 49
disebutkan yang dimaksud dengan
"antara orang-orang yang beragama
Islam" adalah termasuk “orang atau
badan hukum yang dengan sendirinya
menundukkan diri dengan sukarcla
kepada hukum Islam mengenai hal-hal
yang menjadi kewenangan Pengadilan
Agama sesuai dengan ketentuan Pasal
ini.” Dengan demikian, perubahan UU
tersebut  secara  implisit = masih
mempertahankan peluang hak opsi dalam
menyelesaikan sengketa waris,
sebagaimana diperbolehkan dalam UU
No 7/1989.”
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G. Penutup

Hukum j:waris merupakan salah
satu bidang hukum perdata Islam yang
penerapannya i: masih  problematis.

Bermula dari}] sistem politik yang
diterapkan pemierintah kolonia! Belanda
dengan  tuj untuk  membatasi
berlakunya Islam, maka

diterapkan keb1 akan bahwa penerapan
hukum Islam, ‘|termasuk waris, boleh
dilakukan se tidak bertentangan
dengan hukumjjadat. Masyarakat diberi
kebebasan un memilih hukum apa
yang akan diterapkan. Hukum waris
mendapat  perhatian  besar  karena
menyangkut képemilikan dan rangkaian
peraturan baku. Kebebasan untuk
memilih hukuip dalam bidang waris
diteruskan oleh pemenntah Indonesia
setelah prok i kemerdekaan dan
semakin dilegalkan dengan UU No.
7/1989 tentang|Peradilan Agama. Meski
klausul tersebut telah dihapus dengan
adanya UU i{|No. 3/2006 tentang
perubahan atag| UU No. 7/1989 secara
implisit hak; opsi masih diakui
keberadaann karena penghapusan
tersebut tidak disebutkan secara eksplisit.
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